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Abstract
Regulations related to nature tourism activities are still not implemented effectively; this is
evidenced by the various problems in the area of nature tourism objects that continue to
emerge and have not yet obtained concrete solutions. The state, which should have played
an essential role in both formulating policies and management practices, is still considered
negligent from its responsibility. This research will discuss how the intgg@retation of the
principle of state responsibility in regulating natural tourism activities in Mount Rinjani
National Park, Lombok, West Nusa Tenggara? How effective is the regulation of natural
tourism activities {flndonesia at this time? What is the legal analysis regarding natural
tourism activities in Indofgf§ja? This research was conducted using qualitative methods
based on field research. Based on the research results, it is known that the state has
responsibility for all forms of human behavior and activities that have an impact on the
environment. The condition of Mount Rinjani Nan’o Park (TNGR) is different from the
expectations in "Article 4 of Law no. 10 of 2009 ". It can be concluded that the policy is
not running effectively.
Key Words: State Responsibility, Damage, Environment, Nature Tourism
Abstrak

Pengaturan terkait kegiatan wisata alam masih belum terlaksana secara efektif, hal
tersebut dibuktikan dengan berbagai masalah yang ada pada kawasan objek wisata alam
masih terus bermunculan dan belum mendapatkan solusi vang kongkret. Negara yang
seharusnya mengambil peran penting baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam
praktik pengelolaan juga masih dianggap lalai dari tanggung jawabnya. Penelitian ini akan
membahas secara khusus bagaimana inapretasi asas tanggung jawab negara dalam
pengaturan terkait kegiatan wisata alam di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok,
Nusa Tenggara Barat? Bagaimana efektifitas pengaturan kegiatan wisata ala@gg§i Indonesia
saat ini? Bagaimana analisis hukum mengenai kegiatan wisata alam di Indonesia?
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada penelitian
lapangan. Berdasarkan hasil peneligffp diketahui bahwa negara mempunyai tanggung
jawab atas segala betuk perilaku dan/atau kegiatan manusia yang berdampak pada
lingkungan hidup. Keadaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) berbeda dengan
harapan yang termuat dalam “Pasal 4 UU no. 10 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan
bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif.
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Pendahuluan

Era millennial saat ini,
kegiatangryisata alam di Indonesia
adalah salah satu kegiatan yang
paling digemari oleh wisatawan dari
berbagai daerah di Indonesia maupun
mancanegara. Hal itu dibuktikan
dengan terus bertambahnya jumlah
pengunjung di berbagai t@fjpat wisata
yang ada di Indonesia. Berdasarkan
data dari Balai Taman Nasional
Gunung Rinjani (BTNGR) vyang
merupakan salah satu dari banyaknya
tempat wisata alam di Indonesia,
jumlah  pengunjung/pendaki pada
periode 14 Juni 2019 sampai 31
Desember 2019 Mencapai 17.171
Pengunjung, yang dimana jumlah
wisatawan asing berjumlah 12.639
orang dan wisatawan lokal berjumlah
4532 orang. (Sudiyono, 2018)
Meningkatnya minat pengunjung
disebabkan oleh tingginya nilai
estetika serta kekayaan alam (flora
dan fauna) yang ada di kawasan
TNGR.

Beberapa tulisan  terkait
penegakan hukum atas kegiatan
wisata alam seperti Jurnal yang ditulis
oleh Marcella Apriani Lawang
dengan judul “Penegakan Hukum
Terhadap Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Objek Wisata
Berdasarkan Undang-undang Nomor
10 Tahun 2(gP" berisikan tentang
pentingnya pengawasan terhadap
ancaman perusakan dan pencemaran
lingkungan objek wisata bahari dalam
upaya melestarikan objek wisata
bahari dalam memberikan kontribusi
terhadap pembangunan nasional dan
pemberlakuan sanksi pidana

sebagaimana diatur dalam “UU No.
10 Tahun 2009” (Marcella Apriani
Lawang, 2015).

Penelitian lainnya
dilakukan oleh Basuki Antariska
dengan judul “Penegakan Hukum
Pariwisata Di DKI Jakarta Sebagai
Destinasi Pariwisata Internasjgnal "
yang membahas terkait “tugas utama
yang scharusnya dilaksanakan oleh
pembuat kebijakan di suatu destinasi
priwisata adalah melakukan kegiatan
“sadar wisata” yang melibatkan
seluruh  pemangku  kepentingan.
Berdasarkan g penelitian  tersebut
diketahui bahwa pembatasan-
pembatasan yang dilakukan hukum
Pariwisata akan menjamin
keuntungan  yang  berkelanjutan
dalam gmbangunan kepariwisataan,
karena etika bisnis yang baik justru
akan memberikan keuntungan yang
berkelanjutan” (Basuki Antariska,
2012).

Jurnal yang ditulis oleh Sang
Ayu Ditapraja Adipatni berjudul
“Perlindungan Hukum  Terhadap

Wisatawan Yang Mendapat
Perlakuan  Diskriminatif”  yang
memberi kesimpulan bahwa
dikesampingkannya asas  “Lex

specialis  derogat legi generalis
(aturan  yang  bersifat  khusus
mengesampingkan  aturan  yang
bersifat umum) karena perlindungan
hukum terhadap wisatawan yang
mendapat perlakuan diskriminatif
tidak diatur dalam Undang-Undang
Kepariwisataan” (Sang Ayu Ditapraja
Adipatni, 2018). Namun dari
beberapa tulisan yang ada terkait
penegakan hukum atas dampak
lingkungan dari kegiatan pariwisata,




tidak satupun ditemukan tulisan yang
memfokuskan fungsionalisasi asas
tanggung jawab negara (state
resposibility)  dalam  pengaturan
kegiatan wisata alam di Indonesia.
Pada jurnal yang ditulis oleh
Maya Pattiwael dengan judul
“Konsep Pengembangan Ekowisata
Berbasis Konservasi Di Kampung
Malagufuk  Kabupaten  Sorong”
berisikan tentang “dampak negatif
dari kegiatan ekowisata terhadap
hutan alam dapat diatasi dengan
pemberdayaan masyarakat lokal
dalam kegiatan ekowisata yang
berbasis konservasi agar kelestarian
sumber daya alam yang ada pada
daerah tersebut dapat terus terjaga”.
“Maya beranggapan bahwa ekowisata
berbasis  konservasi  merupakan
pengembangan  ekowisata  yang
menitikberatkan pada pola wisata
ramah lingkungan, dimana
pengembangan ekowisata  harus
mampu memelihara, melindungi, dan
bertanggung jawab terhadap
kelestarian alam”. Selain itu, tulisan
ini Maya juga ngemukakan
pendapatnya bahwa Ersoalan yang
paling mendasar terkait aksesibilitas
menuju Kampung Malagufuk yang
perlu mendapat perhatian serius dari
Pemerintah Daerah agar
pengembangan Kampung Malagufuk
sebagai kawasan ekowisata dapat
berjalan dengan baik. Salah satu
kegiatan berupa penanaman bibit
pohon juga menjadi pilihan yang baik
sebagai bukti kepedulian masyarakat
terhadap pelestarian sumber daya
alam yang ada di Kampung
Malagufuk (Maya Pattiwael, 2020).

Dhoni Yusra menuliskan
jurnal yang berjudul “Kebijakan
Penentuan Kualitas Air Serta Sanksi
Bagi  Pelaku  Pencemaran dan
Tanggung Jawab Ngara
Mengantisipasi Pencemaran Air”.
Dalam  tulisan arsebut, Dhoni
menyatakan bahwa Indonesia sebagai
negara kepulauan yang lautnya
meliputi dua per tiga wilayah
nasionalnya, serta memiliki garis
pantai terpanjang kedua di dunia dan
juga dikenal dengan negara bahari
memiliki tanggung jawab yang sangat
besar untuk melindunginya. Dhoni
juga sangat menekankan terkait
untuk pengaturan hukum lingkungan
di Indonesia harus bersifat terpadu
dan konggphensif serta menerapkan
berbagai prinsip hukum pencemaran
lintas batas nasional dalam peraturan
perundang-undangan yang diatur
secara integratif. Dalam tulisan ini
juga mengharapkan adanya peran
serta masyarakat dalam setiap gerak
pembangunan nasional(Dhoni Yusra,
2006).

Jurnal  dengan  berjudul
“Pengembangan  Taman  Wisata
Rekadena Di Kabupaten Kubu Raya”
yang ditulis oleh Hari Aprianto
menyimpulkan bahwa “berdasarkan
dari analisis dan pembahasan yang
telah dilakukan untuk mencapai
tujuan dari perancangan
pengembangan taman wisata
Rekadena di kabupaten Kubu Raya
dengan konsep penataan lansekap
yang memberikan konsep
petualangan adalah dengan
melakukan analisis terhadap aspek
lansekap dan aspek petualangan”.
Hari juga menyatakan bahwa




penataan sistem peletakan zonasi
kawasan wisata terhadap
kenyamanan aksebilitas kawasan
taman wisata dapat memberikan
keselarasan dalam kawasan. Dalam
@lisan  ini  juga  menyatakan
kenyamanan  visual  didapatkan
dengan melakukan pengaturan dan
pemisahan jalur sirkulasi service yang
dilalui oleh kendaraan service, jalur
sirkulasi yang dilalui pejalan kaki dan
jalur sirkulasi transportasi air yang
akan digunakan oleh pengunfing dan
pengelola yaitu dengan kawasan
taman wisata, serta dengan
melakukan pembentukan pola jalur
perjalanan yang membentuk
kenyamanan  penanda  kawasan
sehingga mampu menarik minat
pengunjung untuk datang. Karena
mampu memberikan rasa aman dan
nyaman (Hari Aprianto, 2015).

Nilam Sari mengutip
pendapat dari  Fandeli, yang
merupakan akademisi dari Fakultas
Kehutanan UGM dan Akademisi dari
Institut Teknologi Yogyakarta
mengemukakan pendapagfja bahwa
ekowisata (wisata alam) mempunyai
pengertian suatu perjalanan wisata
daerah yang masih alami, dimana
ekowisata selalu menjaga kualitas,
keutuhan dan kelestarian alam serta
budaya dengan menjamin
keberpihakan kepggla masyarakat
(Nilam Sari, 2008). Wisata alam lebih
menarik minat seseorang karena
terkait dengan kegemaran baru
masyarakat kontemporer perkotaan
yakni kegiatan berjalan-jalan, hiking,
menikmati  lingkungan  asalnya
(Ignatia Gisela Barata, Andrian
Dektisa, 2015).

(25 ] Berdasarkan pada beberapa
penelitian sebelumnya, penelitian ini
berbeda dengan penelitian
sebelumnya yang membahas
permasalahan serupa, penelitian ini
dibuat karena peneliti menganggap
pengaturan terkait kegiatan wisata
alam masih belum terlaksana secara
efektif, hal tersebut dibuktikan
dengan berbagai masalah yang ada
pada kawasan objek wisata alam
masih terus bermunculan dan belum
mendapatkan solusi yang kongkret.
Negara yang seharusnya mengambil
peran penting baik dalam perumusan
kebijakan maupun dalam praktek
pengelolaan juga masih dianggap
[P dari tanggung jawabnya. Adapun
yang akan dibahas dalam penelitian
ini yaitu Bagaimana interpretasi asas
tanggung jawab negara dalam
pengaffgan terkait kegiatan wisata
alam di Taman Nasional Gunung
Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara
Barat? Bagaimana efektifitas
pengaturan kegiatan wisata alam di
Indonesia saat ini? Bagaimana
analisis hukum mengenai kegiatan
wisata alam di Indonesia berdasarkan
“Undang-Undang No. 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan™?
Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang
digunakan dalam tulisan ini adalah
metode kyggjtatif. Penelitian ini
menjadikan Taman Nasional Gunung
Rinjani (TNGR) yang terletak di
pulau lombok, Nusa Tenggara Barat
(NTB) seb@z3i objek sekaligus lokasi
penelitian. Jenis data yang digunakan
adalah data yang didapat dari
lapangan berdasarkan observasi dan




wawancara terhadap narasumber
penelitian berdasarkan pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian, pengamatan
terhadap sampah yang dihasilkan oleh
pengunjung yang diproyeksikan
hingga 10 tahun ke depan, maupun
pengumpulan dokumentasi gambar
saat melakukan penelitian lapangan.
“Seluruh  data  yang  berhasil
dikumpulkan, selanjutnya
diinventarisasi, diklasifikasi, dan
dianalisis dengan  menggunakan
yuridis kualitatif, dengan langkah-
langkah kategorisasi dan integgjasi”.
(Benuf & Azhar, 2020) Analisa
kualitatif tersebut dilakukan melalui
penalaran berdasarkan logika untuk
dapat menarik kesimpulan yang logis,
sebelum disusun dalam bentuk
sebuah  karya ilmiah. Dalam
penelitian ini, peneliti akan menggali
data tentang beberapa dampak sosial
yang dihasilkan oleh kegiatan wisata
alam. Penelitian kali ini juga akan
mencoba mendeskripsikan beberapa
interpretasi asas tanggung jawab
negara dari beberapa instrumen
hukum yang ada di Indonesia dan
akan diintegrasikan dengan instrumen
hukum lingkungan.

Pembahasan
1. Interpretasi Asas Tanggung
Jawab Negara dalam

Pengaturan Terkgf§ Kegiatan
Wisata Alam Di Taman
Nasional Gunung Rinjani,
Lombok, Nusa Tenggara Barat
Kristwan G.D. mengutip
pernyataan dari Koesnadi
Hardjasoemantri yang mengatakan
bahwa Dengan tanggung jawab yang

sedemikian dan persoalan lingkungan
sudah memasuki sendi-sendi
nasional, regional, dan internasional
sebagaimana  dinyatakan  dalam
Deklarasi Konferensi Stockholm
1972 yang direspon baik oleh

onesia  dengan  menerapkan
produk hukum yang berorientasi pada
lingkungan (environment oriented
law) dengan memberlakukan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok  Pengelolaan  Lingkungan
Hidup (Kristwan Genova Damanik,
2018). Penjelasan “Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan gingkungan  Hidup”
menguraikan asas tanggung jawab
negara meliputi: “a) negara menjamin
pemanfaatan sumber daya alam akan
memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan dan mutu
hidup rakyat, baik generasi masa kini
maupun generasi masa depan; b)
negara menjamin hak warga negara
atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat; dan c) negara mencegah
dilakukannya kegiatan pemanfaatan
sumber daya alam yang menimbulkan
pencemaran dan/atau  kerusakan
lingkungan hidup. Penjelasan tersebut
menunjukkan bahwa negara
mempunyai tanggung jawab atas
segala betuk perilaku dan/atau
kegiatan manusia yang berdampak

pada lingkungan hidup”.
a) Konsepsi Asas  Tanggung
gawab pada Hukum

Internasional
Dalam Hukum Internasional,
tanggung jawab negara diartikan




sebagai kewajiban yang harus
dilakukan oleh negara kepada negara
lain berdasarkan perintah Hukum
Internasional. Sederhananya, apabila
negara tidak memenuhi suatu
kewajiban yang disebabkan
kepadanya  berdasarkan = Hukum
Internasional maka ia dapat dimintai
pertanggung jawaban (Eka An
Aqgimuddin, 2012). Jika merujuk dari
“Dictionary of Law, asas tanggung
jawab negara dianggap sebagai
Obligation of a state to make
reparation arising from a failure to
comply with a legal obligation under
International  Law”  (Mardiyono,
2016). “Dari rumusan tersebut
tanggung jawab negara diartikan
sebagai kewajiban untuk melakukan
perbaikan atas kesalahan yang timbul
ketika suatu negara tidak mematuhi
kewajiban berdasarkan apa yang
termuat dggiim Hukum Internasional ™.
Nalcolm N. Shaw menyebutkan ada 3
karakter =~ pokok  dari  sauatu
pertanggungjawaban negara, yaitu:
“1) The existence of an international
legal obligation in force as between
two particular states; 2) There has
occured an act or omission which
violates that obligation and which is
imputable to the state responsible;
dan 3) That loss or damage has
resulted from the unlawful act or
omission” (Malcolﬁ\l. Shaw, 2008).
Berbeda dengan konsep tanggung
jawab  negara pada  Hukum
Lingkungan, konsepsi tanggung
jawab  negara pada  Hukum
Internasional membahas mengenai
tanggung jawab suatu negara dengan
negara lain yang diadopsi dari

pengertian tanggung jawab negara
dalam lingkup Hukum Internasional.
b) Tolok wukur efektif atau
tidaknya pengaturan kegiatan
wisata alam

Efektif atagpytidaknya dari
dibuatnya suatu kebijakan dapat
dilihat dari tercapai atau tidaknya
tujuan dibuatnya suatu kebijakan
yang tercantum di dalamnya. Adapun
terkait tujuan dibuatnya “Undang-
Undang No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisagggpn” yang ada pada Pasal
4 huruf e, yaitu melestarikan alam,
lingkungan, dan sumber daya. Namun
UU  Kepariwisataan  sebenarnya
menyebutkan ada beberapa tujuan
yang termuat di dalam “Pasal 4
Undang-undang Nomor 10 Tahun
2009  ggtang  Kepariwisataan”.
Bertolak dari penjelasan di atas, dapat
dikatakan bahwa dengan melihat
kondisi yang ada saat ini di kawasan
Taman Nasional Gunung Rinjani

(TNGR) dan mencocokkannya
dengan tujuan dibuatnya dari UU
Kepariwisataan kita mampu

mengetahui efektifitas dari “UU No.
10 Tahun 2009 Tentang
E@pariwisataan”. Jika keadaan terkait
kegiatan pariwisata yang ada di
Taman Nasional Gunung Rinjani
sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya
“UU No. 10 Tahun 2009” maka dapat
disimpulkan  bahwa  pengaturan
terkait kegiatan pariwisata di Taman
Nasional Gunung Rinjani sudah
efektif. Sebaliknya, jika keadaan
Taman Nasional Gunung Rinjani
(TNGR) berbeda dengan harapan
yang termuat dalam “Pasal 4 UU no.
10 Tahun 2009”, maka dapat




disimpulkan bahwa kebijakan
tersebut tidak berjalan secara efektif.
¢) Pengaturan Tentang Wisata
Alam

“Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun
2009  tentang  Kepariwisataan”
mendefinisikan “Kepariwisataan
sebagai keseluruhan kegiatan yang
terkait dengan pariwisata dan bersifat
multidimensi serta multidisiplin yang
muncul sebagai wujud kebutuhan
setiap orang dan negara serta interaksi
antarwisatawan dan  masyarakat
setempat, sesama wisatawan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
pengusaha™. Adapun tujuan dari
kepariwisataan yang termuat dalam
“Pasal 4 huruf ¢ UU No. 10 Tahun
2009  adalah melestarikan alam,
lingkungan, dan sumber daya”.
Selanjutnya pada prinsip
penyelenggaraan kepariwisataan
“Pasal 5 huruf d menyebutkan bahwa
memelihara kelestarian alam dan
lingkungan hidup”. Pada BAB VII
UU tentang hak, kewajiban, dan
larangan dalam kegiatan
kepariwisataan yang dimana Pasal-
pasal dalam bab tersebut menjadikan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
setiap orang baik itu wisatawan,
masyarakat sekitar, maupun pelaku
usaha yang ada pada kawasan
pariwisata sebagai sasaran utama.
Hanya saja pada BAB XIV tentang
Sanksi Administratif dan BAB XV
tentang Ketentuan Pidana hanya
menjadikan wisatawan dan
pengusaha pariwisata sebagai sasaran
utama, padahal BAB VII UU ini juga
telah menguraikan kewajiban
terhadap Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang semestinya juga

mempunyai sanksi baik administratif
maupun  pidana  4ggbila  telah
menyalahi kewajiban sesuai dengan
yang diatur “UU No. 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan”.

d) Kondisi Taman  Nasional
Gunung Rinjani (TNGR) saat
ini

Dilansir dari wabsite Balai

Taman Nasional Gunung Rinjani

(BTNGR), “Pada hari Selasa 15

Oktober 2019 pukul 14.00 WITA,

Petugas Resort Sembalun

mendapatkan informasi via telepon

dari masyarakat a.n Irjan (30) warga

Dusun Bawak Nao, Desa Sajang,

Kec. Sembalun bahwa telah melihat

hotspot/titik api yang diperkirakan

berada di lokasi sebelah Barat sungai

Kokoq Putih dan di bagian Barat Pos

Il Sembalun. Luas areal yang terbakar

diperkirakan sekitar +60 Ha. Vegetasi

terbakar yang dapat diidentifikasi
berupa rumput, alang-alang, perdu,
pohon cemara gunung, pohon bak-
bakan, dan lain-lain” (Administrator

Balai Taman Nasional Gunung

Rinjani, 2020). Permasalahan pada

kawagin TNGR kembali di sebutkan

pada rapat yang dipimpin oleh kepala

Balai Taman Nasional Gunung

Rinjani dan Kegjla Dinas Pariwisata

NTB bahwa hal-hal yang harus

menjadi evaluasi dalam wisata

pendakian Gunung Rinjani yaitu,
masih terdapat permasalahan dalam
penggunaan aplikasi e-Rinjani untuk
registrasi pendakian Gunung Rinjani,
penerapan SOP Pendakian Gunung

Rinjani dan Asuransi belum optimal

dan seragam serta belum

tersosialisasikan dengan baik kepada




semua pihak, ketersediaan sarana dan
prasarana wisata pendakian masih
kurang serta fungsi sarana prasarana
yang ada belum optimal, masih
terdapat pelanggaran pada kegiatan
wisata pendakian Gunung Rinjani
seperti pendaki ilegal dan keberadaan
ojek di jalur pendakian (Rinjani,
2020).

e) Kegiatan pada kawasan TNGR

Pada kawasan Taman Nasional
Gunung Rinjani, peniliti masih
melihat banyaknya ojek di jalur
pendakian. Keberadaan ojek tersebut
membuat kikisan pada tanah kawasan
gunung yang jika terus menerus
dilakukan akan membentuk sungai
kecil yang lama kelamaan akan
melebar dan dalam akibat terkikis
oleh air hujan maupun air dari
kawasan yang lebih tinggi. Sampah
yang ada di beberapa titik juga
membuktikan kurangnya kepedulian
masyarakat akan kelestarian
lingkungan hidup khususnya kawasan
TNGR yang masih minim. Kebakaran
yang terjadi pada beberapa bulan
sebelumnya juga menambah bukti
kelalaian dari ulah manusia yang
tidak bertanggung jawab. Solusi
pembatasan kuota pendaki di gunung
Rinjani masih dirasa belum efektif
apabila tidak mendapat dukungan
secara penuh dari masyarakat sekitar
yang masih meloloskan pendaki yang
berkunjung hanya sebatas rekreasi.
Selain itu, pentupan Gunung Rinjani
untuk@fndaki selama beberapa bulan
juga tidak akan memberikan hasil
yang maksimal apabila tidak
dibarengi dengan pembersihan pada
jalur dan beberapa titik yang masih

“dihuni” oleh sampah pengunjung.
Pemberian edukasi terkait pentingnya
menjaga kelestarian lingkungan pada
masyarakat sekitar dan pengunjung
TNGR juga dianggap penting agar
keserasian dan keseimbangan
ekosistem tetap terjaga sebagaimana
mestinya.

Simpulan
1. Penambahan poin
penjelasan asas tanggung
jawab negara dan Pasal
sanksi pada UU No. 10
Tahun 2009
Dari 3 (tiga) poin Penjelasan
Pasal 2 pada UUPPLH terkait
penguraian maksud dari asas
tanggung jawab negara, menurut
hemat penulis pembuat kebijakan
seharusnya menambahkan 1 (satu)
poin penting sehingga mampu
membuat makna dari asas tanggung
jawab negara menjadi lebih dalam
dan mampu menjelaskan seperti apa
bentuk pertanggungjawaban  dari
negara terhadap lingkungan hidup.
Selain penambahan poin pada
Penjelasan  Pasal 2 UUPPLH,
penambahan pasal pada UU 10/2009
juga perlu dilakukan, khususnya pada
BAB X1V tentang Sanksi
Administratif dan BAB XV tentang
Ketentuan Pidana yang masih
terkesan mengenyampingkan asas
tanggung jawab negara. Hal tersebut
dibuktikan dengan tidak adanya pasal
yang memberikan ketegasan teggdap
sanksi yang dapat menjerat negara
dalam hal ini Pemerintah dan
Pemerintah Daerah apabila
ditemukan kelalaian atau kesalahan
atas penyimpangan dari kewajiban




yang sudah ditegaskan pada BAB VII
UU tentang Hak, Kewajiban, dan
Larangan dalam kegiatan
kepariwisataan. Kekosongan hukum
dalam suvatu peraturan perundang-
undangan akan menyebabkan
kebingungan pada praktik penegakan
hukum oleh aparatur negara dalam
menjalankan tugas mereka sebagai
penegak hukum.

2. Tambahan 1 poin penting
terhadap penjelasan asas
tanggung jawab negara
Tambahan  poin  penjelas

terhadap makna dari asas tanggung
jawab negara yang dimaksud peneliti
yaitu “Negara turut andil dalam
proses pemulihan atas lingkungan
hidup yang mengalami pencemaran
dan/atau kerusakan”. Dimasukkannya
poin tersebut dalam penjelasan Pasal
2 UUPPLH terhadap asas tanggung
jawab negara akan menambah
tekanan  pada negara  dalam
melakukan proses pemulihan
lingkungan yang mengalami
pencemaran dan/atau kerusakan. Poin
ini juga  dimaksudkan  untuk
memberikan  kewajiban  kepada
negara agagfgrus melakukan kontrol
terhadap pihak yang melakukan
pencemaran dan/atau pengrusakan
lingkungan hidup seperti korporasi
(corporate) dalam melakukan proses
pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Pemulihan fungsi lingkungan harus
lebih  dikedepankan  dibanding
menghukum  pelaku  pencemaran
dan/atau pengrusakan ¢gngan pidana
penjara atau kurungan. Sanksi pidana
hendaknya  baru  dimanfaatkan
terhadap tindak pidana lingkungan
apabila terdapat ketidakefektifan

sanksi hukum administrasi, hukum
perdata, dan alternatif penyelesaian
sengketa diluar pengadilan. Dalam
hukum pidana, hal ini dikenal dengan
asas subsidaritas atau “ultima ratio
principle” atau asas  “ultimum
remidium” atau “last resort” atau
merupakan upaya terakhir.
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